
1 
 

 
BERITA  DAERAH 

KOTA BEKASI 

 
NOMOR :  21                             2012                                    SERI : E  
 

PERATURAN  WALIKOTA  BEKASI 
 

NOMOR 21 TAHUN  2012 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 46 TAHUN 
2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN 

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG 

BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
WALIKOTA BEKASI, 

 
 

Menimbang  : bahwa dalam rangka lebih meningkatkan hubungan 
koordinasi dan sinergitas antar organisasi perangkat daerah 
serta untuk lebih efektif dalam pengelolaan hibah dan 
bantuan sosial di lingkungan Sekretariat Daerah dipandang 
perlu dilakukan perubahan Peraturan Walikota Bekasi 
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penganggaran, 
Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan 
Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan 
Walikota. 
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Mengingat   : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang  

Organisasi Pemasyarakatan  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 
 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang 
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 
Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3663); 
 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);  

 

7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4456); 
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8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4723); 

 
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang 

Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4967); 

 

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234) 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang 
Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan  Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

 
 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 
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16. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang 
Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan 
Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5202); 

 

17. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

 

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

19. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2007 
tentang Pokok- pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4 Seri A); 

 

20. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 
tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Yang 
Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);  

 

21. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2008 
tentang Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 4 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Sekretariat 
Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2010 
Nomor 4 Seri D); 

 

22. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 
tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran 
Daerah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 05 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Bekasi Nomor 05 Tahun 2008 tentang Lembaga 
Teknis Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 
2010 Nomor 5 Seri D); 
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23. Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 

Tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 
46 Seri E). 
 

 
Memperhatikan : Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 tentang 

Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan 
Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah 
Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E). 

 
 

MEMUTUSKAN : 
 
 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 46  TAHUN 
2011 TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, 
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, 
PERTANGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA 
MONITORING DAN EVALUASI HIBAH DAN BANTUAN 
SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. 

 
 

Pasal I 
 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Bekasi Nomor 46 Tahun 2011 
tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, 
Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan 
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2011 Nomor 46 Seri E) diubah 
sebagai berikut : 
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Ketentuan ayat (11) Pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 
 

“Pasal 16” 
 
(11)  Untuk Sekretariat Daerah penandatanganan nota pencairan dilakukan 

oleh Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah sesuai dengan Bidang 
tugasnya. 

 
Pasal II 

 
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dalam Berita Daerah Kota Bekasi. 

 
Ditetapkan di Bekasi 
pada tanggal 09 Mei 2012          

 
 

WALIKOTA BEKASI, 
 

   Ttd/Cap 
 
 

  RAHMAT EFFENDI 
 

Diundangkan di Bekasi  
pada tanggal 09 Mei 2012 

 
SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI, 

 
 

  Ttd/Cap 
 
 

 RAYENDRA SUKARMADJI2 1 002 
 

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2012  NOMOR  21  SERI E 


